
BUPATI MAHAI(AM ULU
PROVITSI KALIMA.ITTA.II TIMI'R

PERATT'RAIT BUPATI KABUPATEIT MAIIAXAM ULU
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAI(ADI ULU,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan
efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi
pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
Anggaran 2017, perlu menetapkan besaran Uang
Persediaan, Pengajuan SPP-GU dan batas waktu
penyetoran Sisa SPP-UP dan SPP-GU bagi SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam
Ulu Tahun Anggaran 2Ol7 ;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut
d iatas perlu menetapkan Peraturar Bupati;

1. Pasa1 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar 1945;

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5395);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, yang terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Mengingat

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAN, PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN - GANTI UANG PERSEDIAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-IS
DAN BATAS WAKTU PET{YETORAN SISA UP BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2017



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
1999 tentang Kedudukan Bank Pembangunan
Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
1999 tentang Pelaksanaan T\-rgas lcmbaga Kas
Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2l Tahun 2011;

7. Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

8. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 20
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
Anggaran 2017;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pokok - pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 20
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun
Anggaran 20 17;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu (lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 20i6 Nomor 014, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014);

12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun Anggaran 2017.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
BESARAN UANG PERSEDIAN, PENGAJUAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN - GANTI UANG
PERSEDIAN, BATAS WAKTU PENGAJUAN SPP-LS
DAN BATAS WAKTU PENYETORAN SISA UP BAGI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETEITTUAN I'ilTIIM

PASAL 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu selaku Koordinator Pengelolaa Keuangan;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten
Mahakam Ulu dan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dan
ditefafkan dengan Peraturan Daerah;

6. Badan Peremcanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur
pendukung Bupati dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang
perencan€ran pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu;

7. BPKAD/DPKAD/ Bagian Keuangan adalah unsur pendukung
Bupati dalam pelaksanaan fungsi penggangaran Kabupaten
Nahakam Ulu;

8. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pendukung Bupati dalam
peiaksanaan fungsi perencanaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu;

9. Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah organisasi/lembaga dilingkungan Pemerintah Kabuapten
Mahaka:n Ulu yang bertanggungiawab kepada Bupati dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan;

10. Satuan Keqia Pengelola Keuangan Darah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu selaku Pengguna Anggaran / Pengguna
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Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah
dan bertangung jawab menyusun Laporan Keungan Daerah;

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belar$a
Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

12. Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya;

13. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;

14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKm
adalah Pejabat yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan
Barag/Jasa;

15. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa;

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah Pejabat pada unit Ke{a SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya;

17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat Fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelalsanaan APBD pada SKPD;

18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat funsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggunglawabkan uang keperluan belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

19. Bendahara Umum Daerah yag selanjutnya dinsingkat BUD adalah
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

20. Kuasa Bendahara Umu Daerah yarlg selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUD;

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat pada unit ke{a SKPD yang
melaksanakan tugas meneliti kelengkapan Surat Permintaan
Pembayara (SPP), Menyiaokan Surat Perintah Membayar (SPM)
dan membuat laporan Keuangan SKPD;

22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan
yang bereifat memakea berdasarkan Undang - Undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
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untuk kepeluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran
rakyat;

23. Penerimaan Daerah adalah Uang yang Masuk ke Kas Daerah;

24. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari Kas Daerah;

25. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambahan nilai kekayaan bersih;

26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakuai
sebagai pengurangan Nilai kekayaan bersih;

27.Wogram adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;

28. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
SKPD sebagai bagran dari pencapaian sasran terukur pada suatu
prograrn dan terdiri dari sekumpulun tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personak (Sumber Daya Manusia),
barang modal termasu peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesekua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang/j asa;

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA SKPD adalah Dokumen yzrng memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelakasanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran;

30. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setaiap periode;

31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adaahdokumen yang menyat4jan tersedianya dana untuk
melalkse-naka.n kegiatan sebagai alasar penerbitan SPP;

32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitlan oleh pejabat yang
bertanggungiawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara
Pengeluaran untuk mengaukan pembayaran;

33. Uang persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
muka keda yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung;

34. Ganti Uaflg Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah
pengganti uang persediaarl yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung;

35. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD
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yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persediaan;

36. Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran

langsung pada pihak ketiga dan bendahara Pengeluaran dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

37.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD;

38. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;

39. Verifikasi adalah bentuk pengawasan melalui pegujian terhadap
dokumen keuangan secara administrative dengan pedoman dan
kriteria yang berlaku.

BAB II
MEKAITISME

Pasal 2

Menetapkan besaran nilai uang persediaan Satuan Ke{a
Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017 sesuai daftar terlampir
dalam Peraturan Bupati ini dengan perhitungan Total Anggaran
SKPD dikurangi Dana Blokir (Belanja Modal dan Belanja Tidak
Langsung) dibagi 12 dan/atau Uang Persediaan hanya digunakan
untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung
oleh PA/KPA kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau
jasa.

Pasal 3
Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran - Ganti Uang (SPP-GU)
dapat di4iukan minimal telah menyelesaikan SPJ-UP mencapai
7 5o/o atau lebih dari nilai total pengajuan SPP-UP dan Penga,juan
SPP-GU paling lambat tanggal 05 Desember 2017.

Pasal 4

Batas waktu penyampaian Pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran, Untuk SPP-TU paling lambat tanggal 21 November
2017, SPP-LS bersumber alari Dana DAK paling lambat tallggal 08
Desember 2017 dan SPP-LS bersumber dari Dana APBD paling
lambat tanggal 20 Desember 2Ol7 di terima oleh Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam U1u.
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Pasal 5

Batas waktu penyampaian SPJ-GU NIHIL adalah paling lambat
tanegal 29 Desember 2Ol7 kepada Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pacel 6

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing
bertanggungiawab sepenuhnya atas pengajuan SPP-UP dan SPP-

GU sesuai nilai yang tertera dalam peraturan Bupati ini.

BAB VIII
IIBTEI{TUAN PEI{UTT'P

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu.

No llrms J.b.t n ll Prral

1 Drs Y Jusn Jenau Wahl Bupali I t)
2. Dro. YohaBs AYUn, M Si Sokda \ 2
3. E. Te* H€fl Yohanes, S Pd Ass ll ,l
4. Ci6ry Gmoo.in8,SE M Si, /* Plt. Ka BPKAo R
5 Kdag Hukum H-
6 [hiha Ne.i, SH M.Si Kasdag Kufidam

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 2 Febrwai 2Ol7

ULU\)
a

(.

BELAWAN GEH
KA

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 3 Februari 2017

SEI(RETARIS DAERAH
XABT'PATEI{ IUTAIIANAM ['LU,

YO AVUN

,i.

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2OI7 NOMOR 02.

I
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LuE, SH
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NO K(X)ltSKP[) Nama sKl'D Bl t, + B.l.njr Mod.l
Junl.h sPP - t-rP

dibul.t[rn

I LOl.l.Ol Ol.Ot Dinas lrendtdil<sn dan Kebudayaan 126.562.O3a.010,60 70.207.703.OtO,60 56.354.335.rDo,OO 2 .344.lJ97 . )9 t ,67 2.34a.O97.OOO,OO

t.ol.l.ot.oI.21 sMP N€ged I Irng Apari 1.925.136.902,20 1.256.4O4.102.20 664.324. AOO,OO ss.694.066,67 55.694.O(x),OO

1_Ot.1.)1.o1.22 SMP Negp.i I Lna I'aiEllgai 1.555.346.22'2,4O t.20 L346.222,40 35rl ooo. oLYJ,ol) 29.5(x).Oq),OO 29.500.0OO,OO

4 1.o1.1.o1.01.23 SMP Negcri I LonA Bagltrr 2.512.720.305,60 1.791.043_ao5,6r{) 72 | ,676.51y,),(X) 60.13.J.7()n.33 60.l39.OOO,OO

5 l-ot.1.ol.o1-24 SMP Negeri I ktEu 1.5O2.573.159,.10 969.344.659,40 533.228.500,q) 44..t35.704,33 44.435. OOO.OO

l.ol.I.ol.oI-25 SMP Negeri I Long Hubung L744 .O7 L7 46,20 t .231 .at)7 -246,21J 552-204.500,OO 46.0 t7 ,O4 I ,67 46.0 l7.OOo,OO

T l O1.1.O1.01.35 SMP NeSeri 2 Lona Pahangai 1. r 15.393.170,00 615.296.r70.OO 500.(})7. ooo.oo 4 L67 4 .7 SOtv) 4l.674.OOO,OO

l.ol.l.ol.o 1.36 SMP Negeri 2 LoDg Bagur l_546.290.495,AO 979.467.495,aO 606.423. OOO,(X) 50.564.543.33 5().56a.ooo,oo

1.o1.1.0 r.o 1.37 SMP Negeri 2 Long Hubuna 2.052.599.091,.1O 1.555.3a2.O91,40 497.)17.OOt),OO 4 L434 .7 A),OO 41.434-OOO,OO

to l.ol.1.ol.o1.3a SMP Negeri 2 kham 4o2.714.5(x),OO 294.056.OOO,OO 504.654.500,00 42.344.204,33 42.3aa.OOO,OO

1l 1.Ot.1_Ol.Ot.45 SMP Ne8eri 3 t na BaSun 1.23().65.595,60 763.243.445.60 467.34 l .75O,OO 34.944.479,r7 3a 94a.OOO.(xl

12 1.O1.1.ot.01.46 SMP Ne8eri 3 t DA HubtDA \ .7 54 .406.6t6,20 1.047.428.366,20 666 574.r50,0O 5:).544.187,50 55. J4A.OOO.OO

l3 1-Ol.l.ol.ol-s5 SMP Neaeri 4 Lna Hubung 677. 7 l3.OOO,OO 239.752.(xx),(lJ 437. 1 OOO,OO 36.496.750.OO 36.496,(XlO,OO

l,l l Ol.l.or.o1.s6 SMP NeSeri 4 Long Bagur aoo.rxx).s{rc,oo 301 32A.OrX).{)r) 41.556.o, 1,67 4l.556.OOO,OO

la l.o1.Lot ot 65 SMP NeSed 5 L.ng BagDn 37.535.GJO,OO ri7.5lr5.ot)o,oo

l{r LCr2.l.O2.O l.O I Dinas tiffitratar, PenAendalim PendudD} dan lieluarBa B.rcncala 123.4t4.414.8O5,2Q 64 .2O4 .94 2 .427 )t) 59 2l.)9.472.37A,1X) 2,467,(x) 1.349,04 2.467.061 0()0,OO

IT r.02.l.o2.ol.o2 Puskesmas Irng AF i 2.446.O72 _ 169,40 1.436-572. 169,4O a4.l25.OOO,qr a4. t25.OOO,(x)

lii I O2.l.O2.OI 03 Puskesmas Long ParDngai 4.413.445.450,40 2.741.775.450,40 2.l)32.070.CrOO,(x) 169.339.166,67 r 69.339.OOO,OO

l O2.l.02,OI O4 Puskesm6 Lrna Bagut 4 .976.444.657 ,20 3.731.905_535,20 |.244.3.t22,(n 1o3.7.16_926,a3 103.746.00O,OO

20 1.02.1.02.01.05 2.597.626 a65,40 L445.647. 5,40 L 151.979.(xx),fi) 95.994.250,0O 95.99a.OOO,OO

121 1.O2.1.02.01.06 PuskesrEs IAre Hubung 3.O19.8a6_534,aO 2.391.343.()34,4O 624.503.5q),(X) 52.37 5.291 ,67 52.375.(xx),0O

22 1 O3. l.O3.Ol.O I DirBs PekerjaE Umurll d'an Penatsan Ruang, Ireru[rat'e dan Xawas PcmuklrEn 5lo.66l.7Oa.O 19,60 40a.547.4€a.O19,60 to2.I t4.22(,.(YJO.O<' 4.254.759. l6[t,67 4.254.759.O(m,OO

2.) l.o5. r.o5.or.o r DirEs lctertrarrm dm Ketenibqn Umum, dan ttrlinduuam MasyaElat 5.304.420.fix),(x) L:,a7.46().OOO,OO 3.716.960.(x)O,(x) 309.7 46.6{,6,67 309.746.OOO,(r)

24 l.o5.l.o5.02.ol Kmtor t(rstua Bmgs dm Politil 15.963.O3'().29 I ,OO 4.232.453.291,OO l1.730. r77.ooo,q) 977.5r4.7so,(x) 977.5 l4.OOO,OO

25 l-06.1.06.o1.o I Dina6 Sosisl, Pemberdaya.an PereIDpusn Perlindungan Anal 9.3)7.306.7@,OO !.777-6a4.OOO,OO 7.529.622.701),4) 627.464.554,33 62 7.46a. arcO.OO

26 2.05.2.()5.01_Or Dinas LirakunRan Hidup 5.40 I .468. OOO,OO 2.242 .aAa.(r)O,OO 3. I lA.9aO.OOO,OO 259.9 t5.q)O,OO 259.915.0(x),OO

27 2.axr.2 06.0l Ol Dims Xependudu|en dan Pencatatan Slpil to.452.60 t.4 26,40 4 . 133.6)2.726,40 6.71A.93a.700,OO 559.911.55a,33 559.9r r.OOO,On

2A 2.O7.2.O7.Ot.O1 DiDA8 rraDb€rdayaan Masyarakat liampung l4.725.a90.OOO,(xJ t 766-415.000,O0 12.959 394.OOO.OO t.o?9.949.500,00 1.079.9{9_(t}),(})
).) 2.O9.2.09.O1.O l Dinas t'erhubungdr 29-243.665.34t,60 9.307.444.34 I,60 19.935.4l7.OOO,OO r.6{)1.314.o43,33 t.661.3ta.OOO,OO

2.10.2. lO.Ol.O l Dinss tiomuniLasi darr Infomanka, Statistik, dan Perssndian 4.555.259.0OO,0O 4.467.363.OOO.OO 3.(€7.a96.Om.OO u)7 .324 .($6,67 3()7.324.OOO,(x)

3l '2.12.2.L2.O1_OI Dims Penanaman Modal dan Pelayanan PertjilEn Terpadu 4.467.13I OOO,OO 1.766-496.OOO,OO 3.1@.635.OOO,OO 254.346.250,0O 2ara. 3a6. O(xJ,OO

32 3.02.3.02.O1.0t Dims PE iwiEata, PeDruda dal Olalraga 5.302.29 ! . OOO,OO 2.4i)9.976.rJOO,OO 2.462.3 15. OOO,(x) 23a.526.250,OO 23a.526.OOO,OO

33 3.03.3.03.01.0I Dinas Ketaharlan Pangan dan Pert nlu 29.940.209.221 -4{) 4.3t3.523.)21,4O 2 I .626.646. OOO,(x) 1.402.223.833,33 t.ao2.223.O(xr,OO

3a 4.O1.4.0LO3.0 t Ba8i6n PemerinErran 9.923.460.OOO,OO 995. Oq). OOO,OO a.92a.a60.ooo,oo 744.O7 1.64'{),67 74.l.07t.OOO,OO

35 4,Ol.4.OL03.02 5.0O5.995.OOO.U) 5.(x)5.995.00O,O0 417. t66.250,OO 417.166.0OO,0O

36 1.01.1.0r.o3.03 4.124.653.U1O.@ 4.12a.653.O00,0() 344 .O54 .4 16.67 344.O54.OOO,OO

37 4 01.4.01.o3 04 B im Ke*jahterll{ Rakyar 12.s70. 6.000,ff) I 2. OOO, OOO,OO 12,558,966,OOO,OO 1-046.580.500.O0 l.046.5ao.o(]0,oo

4.O1.4.O1.03.O5 BaSian Umum a7 .757 .354 . t22.40 34.793.84O.122.40 44.963.474.O0O,00 4.Ollo.2a9.500,oo 4.OaO-2a9.OOO,OO

ll9 Baaiarl Humas dan Pmtokol t0.242.735.OOO,OO s5.ooo.ooo,oo to_ la7.735.ooo,oo a4a.977.9t6,67 a4E.977.OOO,OO
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4.Or.4.O1.03.07 RaAiarr ltmbsngulrEn 734.560.O{rO,(x) 734.560.OOO,OO 61.213.333,33 . 6 l 2 13.OOO,OO

4t 4.Ot.4.Ol.03.Oa BaSian orSanlesi dafi Talala](salra .ro I .22 l.ooo,oo 40l.221.OOO-fi) 33.435.O43,33 33.43.5.0OO,Oi)

42 Baalafl Fcngadaar B6r3n8 dan Jas a.640.a92.OOO,OO 8.64IJ,892.OOO,OO 720.O7 4 .333,33 720.O74.OOO,OO

43 4.01.4.0 LOa.O I lGntor P.nScloh lrerbalasan 9.344.491.72tO,0O 4.695.247_490.0O 4.649.204.250,OO 347.433.647,50 347.433.0OO,00

,1,1 4.O1.4.O1.09.01 selrt .irt DPRD 39.033. l5l.700,60 5.664.019.70O,60 33.369. l32.OOO,OrJ 2.7aO.76l.OOO,OO 2.74O.76 1.OOO,OO

,15 Kecamatafl Long Apari 9.444.915.7,34 6.A2a.075.967,34 2.6l6.a40.OOO,OO 2 ta.o7().oax,,oo 2la.o7o.ooo,(l.)

4.O1.4.O1.52.O1 KccarDatm lrrs Pah"ngar 12.2'15.545.669,42 9.459.020.669,42 2.746.525.0OO,O0 232.2 tO.4 16,67 232.210.000,OO

47 4.O1.4.O1.53.O1 tiecsmatan LnS Bagur 7.991.462.532,96 2.404. 3 15.q)O,(X) 2OO.359.543,33 2ff).359.OOO,OO

4.Ot.4.O1.54.O1 li.canralm talrantr 4.222.9 24.263,7 2 5.4 10.336.263,72 2.4 t 2.saa.OOO,OO 20 I .O49.OOO,aX) 20 l O49.OOO,OO

zt.ot.4.o l-55.o1 K(g-[lata! Long Hubun8 12.t72.17lJ.o91,7a 4.403.230.n91,74 3.76a.9.tO.0OO,@ 314.O7a.333,33 3 l4. O7a_OOO,OO

3) 4.O2.4.02.Ot.01 I a- 239. 193.649,60 a.l 15.472.649,60 lo.l,)3.32l.ooo,oo 443.610.Oa3,33 843.6lO.OOO,OO

5l 4.03.4.03.01.01 Bada.n PerencM FemlMgunar\ Penelltian dan PcngembanBan Dacmh 53.693.690.146,20 5.316.71O.6216,20 44.376.979.5OO,0O 2.O15.707.479,\7 2.0t5.707.0@,oo

52 4.04.4.04.05.0t Badar Pendapatan Dacrah ui.307.24a.6n,40 5.262.343.697 ,4O | .oa7 .o72.076,67 1.Oa7.072.OOO,OO

53 4.04.4.04.06.0I Badan tttrgelola KeuanSan dan Asct Daerai 34.434.255.320,0O 2l 76l.aoa.@o,oo 12.676.447.320,OO l056.370.61O,0O L056.370.00O,00

54 Badan licpegBeaisn, Pcodidike dm PetatitE t6.53a.a36.200,0o I _77 2 .4tX.IJOO,OO t 4.76,6. 3.tO.2()(),OO 1.230_524.3S.OO l.2m.52a.ooo,oo
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